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REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM  
REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG 
 




1.1. Latar Belakang 
Sebagian besar daerah kabupaten/ 
kota di Indonesia terletak di kawasan 
pesisir. Daerah yang memiliki wilayah 
pesisir di Indonesia sampai tahun 2001 
tercatat terdapat 283 kabupaten / kota. 
Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 
4.028 kecamatan yang ada terdapat 1.129 
kecamatan yang dari segi topografi 
terletak di wilayah pesisir, dan dari 




Pemekaran kota menjadi alasan 
utama reklamasi sehingga alternatif rekla -
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Jakarta. 
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1. Peningkatan jumlah penduduk akibat 
pertambahan penduduk alami maupun 
migrasi. 
2. Kesejahteraan penduduk yang miskin 
mendorong mereka yang semula 
tinggal ditengah kota memilih ke 
daerah pinggiran atau tempat baru 
untuk memulai usaha demi me-
ningkatkan kesejahteraanya. 
3. Penyebaran keramaian kota, semula 
semua kegiatan terpusat di kota 
sehingga dibutuhkan ruang baru untuk 
menampung semua kegiatan yang 
tidak bisa difasilitasi dalam kota. 
Sejak diundangkannya Undang-
undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menegaskan ke-
wenangan daerah dalam mengelola 
wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam  
pasal 18. Otonomi daerah sebagaimana 
yang tertuang dalam ketentuan undang-
undang di atas merupakan landasan yang 
kuat bagi Pemerintah Daerah untuk 
mengimplementasikan pembangunan wi-
layah laut mulai dari aspek perencanaan, 
pemanfaatan, pengawasan dan pengen-
dalian.  
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Otonomi daerah memberikan 
dampak positif terhadap pengelolaan 
wilayah pantai, maka perlu adanya 
komitmen pemerintah daerah bersama 
masyarakat untuk mengelola kelautan 




Sebagai Ibukota Jawa Tengah, 
Kota Semarang secara topografi, Kota 
Semarang terdiri atas daerah pantai, 
dataran rendah dan perbukitan dengan 
letak ketinggian antara 0,75 M sampai 
dengan 248 M di atas garis pantai. Daerah 
pantai merupakan kawasan di bagian utara 
yang berbatasan langsung dengan Laut 




Acuan dalam pelaksanaan rekla-
masi Kota Semarang adalah Peraturan 
Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 dan 
Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 
Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata 
Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah 
Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan 
Semarang Utara) Tahun 2000 - 2010.  
Reklamasi dapat memberikan 
dampak positif ataupun dampak negatif 
bagi masyarakat dan ekosistem pesisir 
maupun laut. Dampak tersebut dapat 
bersifat jangka pendek dan jangka 
panjang tergantung dari jenis dampak dan 
kondisi ekosistem serta masyarakat di 
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Masyarakat, Profil Kota Semarang, 2007 
lokasi reklamasi.
56
 Oleh karena itu, perlu 
kiranya Pemerintah Kota Semarang 
membuat aturan hukum yang berkenaan 
dengan Reklmasi Pantai sebagai acuan 
semua pihak dalam melakukan proses 
reklamasi pantai Kota Semarang yang saat 
ini sudah 35% dilaksanakan sehingga 
kedepan menjadi rujukan semua dalam 
pengembangan Kota Semarang melalui 
reklamasi pantai 
1.2. Permasalahan 
1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang 
ada dalam Bidang Reklamasi Pantai 
di Kota Semarang? 
2. Bagaimana Prospek Pengaturan 
Hukum Reklamasi Sebagai Suatu 
Rekonstruksi Pengaturan Hukum 
Reklamasi Pantai Kota Semarang di 
masa datang? 
1.3.   TujuanPenelitian dan 
Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang 
penelitian dan perumusan masalah yang 
telah dikemukakan, maka penelitian ini 
bertujuan : 
1. Untuk mengetahui aturan hukum 
yang ada di Kota Semarang yang 
dalam pelaksanaan reklamasi pantai 
selama ini. 
2. Untuk mengkaji pengaturan Hukum 
di Kota Semarang tentang Hukum 
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Reklamasi pantai yang telah 
direkonstruksi kembali dikaitkan 
Undang-undang yang berlaku dan 
memperhatikan semua kepentingan 
stakeholder. 
1.4. Metode Penelitian 
Fungsi penelitian ini adalah me-
lakukan rekonstruksi pengaturan hukum 
Reklamasi di Kota Semarang untuk ke-
pastian hukum dan pedoman dalam 
melaksanakan Reklamasi Pantai Kota 
Semarang. Hal-hal yang berkaitan dengan 
metode penelitian dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : Metode 
pendekatan  yang digunakan adalah 
metode  yuridis-normatif, karena meru-
pakan penelitian hukum normatif (legal 
research) atau penelitian hukum 
doktriner. Pendekatan yuridis normatif, 
yaitu cara pendekatan yang digunakan 
untuk memecahkan masalah penelitian 
dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan 




Karena penelitian ini merupakan 
penelitian hukum doktrinal (normatif), 
maka jenis data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder, yang 
mencakup : 
1. Bahan hukum primer, yaitu semua 
bahan/materi hukum yang mempunyai 
kedudukan mengikat secara yuridis. 
                                               
57 Soerjono S dan Sri M, Penelitian Hukum 
Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Press, 
Jakarta, 1985, Hlm.1 
Meliputi peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan reklamasi pantai Kota 
Semarang antara lain Undang-undang 
No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang, Undang-undang No. 27 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
Undang-undang No 23 Tahun 1997 
Tentang Lingkungan Hidup dan 
Undang-undang No 24 Tahun 2007 
Tentang Penanggulangan Bencana, 
Pedoman Reklamasi di Wilayah 
Pesisir, Perda RTRW Kota Semarang.  
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua 
bahan hukum yang penelitian ini se-
lanjutnya dianalisis secara analitis 
kualitatif yuridis yaitu dengan mem-
perhatikan fakta-fakta yang ada di 
lapangan kemudian dikelompokan, 
dihubungkan dan dibandingkandengan 
ketentuan hukum yang berkaitan-
memberikan penjelasan terhadap 
bahan hukum primer.  
3. Bahan hukum tersier, yaitu semua 
bahan hukum yang memberikan 
petunjuk/penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder.  
  
1.5. Tinjauan Pustaka 
1.5.1.Rekonstruksi Hukum 
Hukum sebagai sarana rekayasa 
sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum 
sebagai alat untuk ''memaksakan'' 
kehendak pemerintah kepada masya-
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rakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep 
tersebut diperluas maknanya bahwa 
hukum sebagai sarana pembaruan 
masyarakat dan birokrasi. Oleh karena 
itu, menurut Moempoeni Martojo 
Perundang-undangan suatu negara 
melukiskan kepada kita tentang adanya 
pengaturan, pengendalian serta penga-




Rekonstruksi Hukum menurut 
Scholten, merupakan satu langkah untuk 
menyempurnakan aturan hukum yang ada 
dengan merespon perubahan masyarakat. 
Selain itu juga merupakan salah satu cara 
untuk mengembangkan bahan hukum atau 
hukum posisitif melalui penalaran logis , 
sehingga dapat dicapai hasil yang 
dikehendaki. Artinya, rekonstruksi me-
rupakan menata kembali dan mensin-
kronkan beberapa aturan hukum yang ada.  
1.5.2.Reklamasi 
Reklamasi adalah suatu peker-
jaan/usaha memanfaatkan kawasan atau 
lahan yang relatif tidak berguna atau 
masih kosong dan berair menjadi lahan 
berguna dengan cara dikeringkan. Pada 
dasaranya reklamasi merupakan kegiatan 




Sesuai dengan definisinya, tujuan 
utama reklamasi adalah menjadikan kawa-
san berair yang rusak atau tak berguna 
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 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam 
Perspektif Sosial, Penerbit Alumni, Bnadung, 
1981, Hal. 153 
59 Op.Cit. Wisnu Suharto, hal. 9 
menjadi lebih baik dan bermanfaat. Ka-
wasan baru tersebut, biasanya dimanfaat -
kan untuk kawasan pemukiman, per-
industrian, bisnis dan pertokoan, 
pertanian, serta objek wisata. Reklamasi 
diamalkan oleh negara atau kota-kota 
besar yang laju pertumbuhan dan 
kebutuhan lahannya meningkat demikian 
pesat tetapi mengalami kendala dengan 
semakin menyempitnya lahan daratan 
(keterbatasan lahan).  
1.5.3.Pedoman Umum Pelaksanaan 
Reklamasi 
Pedoman Reklamasi di Wilayah 
Pesisir diatur dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
Nomor : SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang 
Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. 
Pedoman ini diharapkan mampu meng-
akomodir semua kepentngan dann 




A. Keterpaduaan antara sektor; sektor 
laut (perikanan, perlindungan biota 
laut, pariwisata pantai, pembangunan 
pelabuhan)  dan sektor darat 
(pertanian) 
B. Keterpaduan antara sisi darat dan air 
dari zona pantai 
C. Keterpaduan antara tingkatan dalam 
pemerintah (nasional, subnasional, 
lokal) 
                                               
60 Jacub Rais dkk, 2004. Menata Ruang Laut 
Terpadu. (Jakarta : Pradnya Paramita), halaman 
103. 
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D. Keterpaduan antara berbagai disiplin 





atas lima bagian, yaitu:  perencanaan 
masterplan, studi kelayakan, perencanaan 
detail, konstruksi, serta monitoring dan 
evaluasi. 
1.5.4.Wilayah Pesisir  
Berdasarkan pendekatan secara 
ekologis, wilayah pesisir merupakan ka -
wasan daratan yang masih dipengaruhi 
oleh proses-proses kelautan seperti 
pasang surut dan intrusi air laut dan 
kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh 
proses-proses daratan, seperti sedimentasi 
dan pencemaran.  
Wilayah pesisir didefinisikan se-
bagai suatu wilayah peralihan antara 
daratan dan lautan, yang memiliki dua 
macam batas, yaitu batas yang sejajar 
dengan pantai (long shore) dan batas yang 
tegak lurus terhadap garis pantai (cross 
shore), apabila ditinjau dari garis 
pantainya (coast line).
62
 Wilayah pesisir 
tersebut akan mencakup semua wilayah 
yang ke arah daratan yang masih 
dipengaruhi oleh proses-proses yang 
                                               
61 Disarikan dari Direktorat Jenderal 
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, 
Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, 
Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Cetakan II, 
2005. (Selengkapnya baca Buku Pedoman 
tersebut)  
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 Rohmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra 
Ginting, dan M.J Sitepu, Pengelolaan Sumber 
Daya Wilayah Pesisir dan Lautan SecaraTerpadu, 
PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 9 
berkaitan dengan laut dan ke arah laut 
yang masih dipengaruhi oleh proses-




Perencanaan tata ruang adalah 
suatu proses untuk menentukan struktur 
ruang dan pola ruang yang meliputi 
penyusunan dan penetapan rencana tata 
ruang.
64
 Perencanaan tata ruang dilakukan 
untuk menghasilkan rencana umum tata 
ruang dan rencana rinci tata ruang.  
Ruang di Kota Semarang yang 
memiliki karakter geografis unik dengan 
keberadaan semarang atas dan bawah, 
maka dikembangkan untuk mendorong 
disesuaikan dengan grand desain Kota 
Semarang. Sehingga dalam penataannya 
kota bawah yang berada Bagian Wilayah 
Kota (BWK) III yakni Semarang Utara 
dan Semarang Barat diorientasikan 
65
Sebagai pusat pelayanan kegiatan 
transportasi, Pergudangan, Kawasan 
Rekreasi, Kawasan Perumahan, Kawasan 
Perdagangan dan Jasa, Perkantoran dan 
Pemerintahan, dan Industri.  
                                               
63 A. Samik Wahab, Perobahan Pantai dan 
Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah, 
Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah 
Mada, Jogjakarta, 1998, hal. 37. 
64  Pasal 1 angka 13 UU Nomor 27 Tahun 
2007 tentang Penataan Ruang 
65 Peraturan Darah Kota Semarang Nomor 
05 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW).  
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
2.1.  Gambaran Umum Kota 
Semarang 
Sebagai Ibukota Jawa Tengah, 
Semarang merupaka kota yang strategis 
karena berada pada perlintasan jalur jalan 
utara pulau Jawa. Dengan Luas 
daratannya mencapai 373,70 KM, 
memiliki batas wilayah administrasi di 
Sebelah utara berbatasan langsung dengan  
Laut Jawa sehingga disebut Pantura, 
sebelah selatan berbatasan dengan 
wilayah administratif  Kabupaten 
Semarang, disebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Demak sedangkan 
disebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Kendal. 
Kota Semarang memiliki wilayah 
laut dengan garis pantai sepanjang kurang 
lebih 13,6 km yang memanjang dibagian 
utara wilayah kota. Berbagai kegiatan 
pemanfaatan kawasan pesisir telah cukup 
banyak dilakukan dikawasan pesisir, baik 
pemanfaatan untuk transportasi (pelabuh-
an), industri, pariwisata, maupun 
pertanian dan perikanan.  
Wilayah pesisir Semarang 
mempunyai sensitifitas yang tinggi 
dibawah tekanan pertumbuhan penduduk, 
polusi terutama industri, pembuangan 
limbah, budidaya ikan, perkembangan 
laut, pariwisata, dan kegiatan intensif 
lainnya. Selain itu wilayah pesisir ini juga 
mempunyai permasalahan lingkungan 
yang kompleks pula. Disamping 
pencemaran dan kerusakan lingkungan, 
wilayah pesisir Kota Semarang juga 
mengalami masalah banjir dan rob, 
penurunan muka tanah, abrasi, 
sedimentasi dan degradasi lingkungan 
yang lainnya. 
2.2.  Praktek Reklamasi  
2.2.1. Pantai Kota Semarang 
Untuk mengisi kekosongan 
terkait dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang 
reklamasi pantai, maka digunakan UU No 
32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Pada Pasal 17 ayat (1) butir c diatur 
hubungan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah dalam pemanfaatan 
sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya 
(termasuk yang berada di pesisir dan 
laut). Walikota Semarang menerbitkan 
persetujuan pemanfaatan lahan perairan 
dan pelaksanaan reklamasi di kawasan 
perairan Pantai Marina kepada PT. IPU 
yang tertuang dalam SK Walikota 
Semarang No 590/ 04310 Tgl 31 Agustus 
2004. Dalam SK Walikota Semarang 
tersebut, disebutkan bahwa kegiatan 
reklamasi seluas kurang lebih 200 Ha 
diharapkan dapat bermanfaat bagi masya-
rakat sekitar, pemrakarsa, pemerintah dan 
lingkungan hidup.  
Reklamasi sesuai dengan Perda 
Kota Semarang No 5 Tahun 2004 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kota Semarang, maka kawasan perairan 
Pantai Marina yang terletak di Kelurahan 
Tambakharjo, Kecamatan Semarang 
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Barat, dimungkinkan untuk dilaksanakan 
reklamasi. 
2.2.2. Pantai Utara Jakarta  
Pemerintah DKI tatkala men-
canangkan reklamasi Teluk Jakarta ini 
telah mengantongi Keputusan (Keppres) 
Presiden RI No. 52 Tahun 1995 tentang 
reklamasi pantura Jakarta. Ditambah lagi 
adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Otonomi Daerah sebelum disempurnakan 
dengan Undang-undang No 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Artinya pemerintah DKI secara de facto 
maupun de jure memiliki otoritas kuat 
untuk melaksanakan proyek reklamasi ini.  
2.2.3. Teluk Manado 
Pemerintah Kota Manado men-
canangkan diri untuk membangun kota 
pariwisata sebagai mana termaktub dalam 
visinya ”Manado Kota Pariwisata Dunia 
Tahun 2010”. Untuk mewujudkan itu 
disusunlah grand strategi yang menempat -
kan pariwisata sebagai dalam salah satu 
pilar utama pembangunan, sehingga 
seluruh Perencanaan Dan Pelaksanaan 
Pembangunan Dilakukan Secara Fokus 
Dan Terintegrasi Berdasarkan Perda 
RTRW Yang Berbasis Pariwisata.
66
 
Kebijakan reklamasi pantai ini, 
disamping bertujuan untuk menyiapkan 
kawasan baru yang nantinya akan me-
nyeramakkan kegiatan bisnis sebagai 
alternatif investasi terpadu yang memacu 
keramaian kota, juga untuk meningkatkan 
                                               
66 http://www.manado.go.id 
daya tarik Kota Manado dari arah pantai 
dengan konsep ”Water Front City” di 
samping itu menahan abrasi pantai.  
2.3.  Rekonstruksi Hukum 
Reklamasi di Kota Semarang 
Upaya penyusunan peraturan 
tentang reklamasi untuk mengintegrasikan 
berbagai perencanaan sektoral, mengatasi 
tumpang tindih pengelolaan, konflik pe-
manfaatan dan kewenangan serta 
memberikan kepastian hukum, maka perlu 
direkonstruksi tentang pengaturan re -
klamasi di Kota Semarang yang pada 
akhirnya akan melahirkan peraturan 
mengenai reklamasi secara komprehensif.     
2.3.1. Kewenangan Daerah 
Pelaksanaan otonomi daerah 
sebagai perwujudan dari konsep 
desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan 
agar pemerintah daerah dapat lebih 
meningkatkan daya guna dan hasil guna 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, 
melaksanakan pembangunan, serta mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat 
secara lebih optimal sesuai dengan 
karakteristik yang ada di wilayahnya.  
Beberapa hal tersebut tujuan 
besarnya adalah keinginan untuk 
mewujudkan terciptanya masyarakat 
madani (civil society) dalam kehidupan 
berpemerintahan, bermasyarakat dan 
bernegara yang memiliki nilai demokrasi 
dan sikap keterbukaan, kejujuran 
(honesty), keadilan, berorientasi kepada 
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kepentingan rakyat, serta bertanggung-
jawab (akuntable) kepada rakyat.
67
 
Dengan demikian, hakikat 
otonomi daerah adalah meletakkan 
landasan pembangunan yang tumbuh dan 
berkembang dari rakyat, diselenggarakan 
secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan 
hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. 
Seiring dengan hakikat otonomi daerah, 
maka dalam program pembangunan, 
masyarakat tidak lagi dianggap sebagai 
obyek dari pembangunan, tetapi sebagai 
subyek pelaku dari pembangunan.
68
 
2.3.2.  Lingkungan 
Keterpaduan antar stakeholder 
dalam pengelolaan lingkungan hidup, me-
ngatur hubungan antara instansi pe-
merintah, swasta, masyarakat, serta kom-
ponen-komponen lainnya sehingga bisa 
berjalan seiring demi terciptanya ling-
kungan hidup yang baik. Untuk menjamin 
pelestarian fungsi lingkungan hidup, 
setiap rencana usaha  yang dapat 
menimbulkan dampak besar wajib me-
miliki analisis mengenai dampak 
lingkungan hidup sebagai syarat untuk 
memperoleh izin melakukan usaha.  
Dalam perspektif ekologi, semua 
rencana kegiatan yang diduga menimbul-
kan dampak besar dan penting wajib 
memiliki analisis mengenai dampak 
lingkungan (Amdal), tetapi dalam tataran 
                                               
67 I Nyoman Sumaryadi, Perencanaan 
Pembangunan Daerah Otonom dan 
Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta : PT Citra 
Utama, 2005, hal. 83 
68 I.Nyoman Sumaryadi, Op.cit,hal. 84 
praksis, kriteria untuk menetapkan jenis 
rencana kegiatan apa saja yang dapat 
dikategorikan menimbulkan dampak besar 




ngenai jenis usaha yang memiliki dampak 
besar diatur dalam Keputusan Menteri 
Lingkugan Hidup Nomor : 17 Tahun 2001 
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau 
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup. 
2.3.3. Keterpaduan Penataan Ruang  
Secara konsepsual pengertian pe-
ngembangan wilayah dapat dirumuskan 
sebagai rangkaian upaya untuk me-
wujudkan keterpaduan dalam penggunaan 
berbagai sumber daya, merekatkan dan 
menyeimbangkan pembangunan nasional 
dan kesatuan wilayah nasional, me-
ningkatkan keserasian antar kawasan, 
keterpaduan antar sektor pembangunan 
melalui proses penataan ruang dalam 
rangka pencapaian tujuan pembangunan 
yang berkelanjutan.  
Penataan ruang diperlukan karena 
pertimbangan pengelolaan sumber daya 
alam yang beraneka ragam baik di 
daratan, lautan maupun udara sehingga 
perlu dilakukan secara terkoordinir dan 
terpadu dengan sumber daya manusia 
dalam pola pembangunan yang 
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berkelanjutan dengan mengembangkan 
tata ruang dalam satu kesatuan tata 
lingkungan yang dinamis  tetap 
memelihara kelestarian lingkungan hidup. 
Keserasian penataan ruang antara yang 
diamanatkan Undang-undang No 26 tahun 
2007 diperjelas dengan kemunculan 
Undang-undang No 27 Tahun 2007 
tentang Penataan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil.  
Ruang Lingkup UU Nomor 27 
Tahun 2007 yang secara khusus mengatur 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
yang meliputi daerah pertemuan antara 
pengaruh perairan dan daratan.  
Proses penataan ruang di daerah 
hendaknya merupakan manifestasi kehen-
dak seluruh stakeholders, dan dapat me-
nyerap seluruh aspirasi yang dilaksanakan 
secara terbuka dan bekerjasama dengan 
masyarakat.  
2.3.4. Upaya Mitigasi Bencana  
Undang–undang Nomor 24 Tahun 
2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
memberikan definisi bencana secara kom-
prehensif. Bencana adalah peristiwa atau 
rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor nonalam mau-
pun faktor manusia sehingga mengakibat -
kan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis.
70
 
Melihat realita bahwa Indonesia 
tertutama di wilayah pesisir rentan ter -
hadap bencana maka tujuan utama dari 
UU Penanggulangan Bencana adalah 
Memberikan pelindungan kepada 
masyarakat dari ancaman bencana, 
Menyelaraskan peraturan perundang-
undangan yang sudah ada, Menjamin 
terselenggaranya penanggulangan ben-
cana secara terencana, terpadu, terko-
ordinasi, dan menyeluruh, Menghargai 
budaya lokal, Membangun partisipasi dan 
kemitraan publik serta swasta, 
Mendorong semangat gotong-royong, 
kesetiakawanan, dan kedermawanan dan 
Menciptakan perdamaian dalam kehi-
dupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 
Dari uraian diatas Pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan kelautan 
mendapat beberapa tantangan dan 
permasalahan baik dilihat dari sudut  
karakteristik wilayah yang merupakan 
peralihan darat dan laut, multi stakeholder 
dan banyaknya aturan perundang-
undangan yang melingkupinya yaitu 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-
undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
undang Nomor 24 Tentang Pe-
nanggulangan Bencana, Undang-undang 
                                               
70 Ketentuan Umum dalam Undang-undang 
No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 
Bencana 
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Nomor 26 Tentang Penataan Ruang dan 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil.  
2.4.   Prospek Hukum Reklamasi di 
Kota Semarang di Masa Depan 
Pada hakekatnya peraturan tentang 
rekalamasi yang hendak diwujudkan me-
rupakan instrumen hukum yang akan d-
igunakan untuk menjawab berbagai tanta -
ngan dan permasalahan dengan berlandas-
kan ketiadaan aturan yang jelas mengatur 
reklamasi sebagai payung hukum dan 
praktek di wilayah lain.  
2.4.1. Payung Hukum di Tingkat 
Nasional 
Reklamasi merupakan proyek be-
sar yang membawa manfaat dan dampak 
yang tidak kecil, dari berbagai praktek 
reklamasi yang ada dan berbagai landasan 
hukum yang dijadikan acuan dalam 
realitanya dampak yang ditimbulkan dari 
reklamasi tidak bisa dianggap ringan. 
Oleh karenanya Pemerintah Pusat 
mestinya segera menerbitkan Peraturan 
Presiden tentang Perencanaan dan 
Pelaksanaan Reklamasi sebagai payung 
hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi 
daerah dalam melaksanakan reklamasi.  
Saat ini Direktur Jenderal Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil Nomor : 
SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman 
Reklamasi di Wilayah Pesisir telah 
mengeluarkan Pedoman Reklamasi akan 
tetapi secara tata urutan perundang-
undangan SK Ditjen tersebut tidak bisa 
dijadikan payung hukum dan tidak 
mengikat daerah dalam prakteknya. 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah memang 
telah memberikan kewenangan bagi 
daerah untuk mengelolan wilayah laut 
yang menjadi kewenangannya akan tetapi 
reklamasi merupakan hal yang berbeda 
karena merupakan kegiatan yang dampak-
nya luas. Belum lagi kalau praktek rekla-
masi dilaksanakan di wilayah terluar 
Indonesia yang berbatasan dengan negara 
lain, ini tentu akan mengancam adanya 
perubahan batas wilayah negara.  
2.4.2. Kewenangan Provinsi  
Dampak reklamasi tidak hanya 
berada dalam satu wilayah administratif 
saja misalnya Jakarta Utara atau Kota 
Semarang saja akan tetapi mencapai lintas 
batas wilayah administratif bahkan ke -
wenangan. Berkaca dari hal tersebut 
peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah 
di tingkat daerah sangat penting untuk 
menjembatani dan menjadi mediator antar 
daerah Kabupaten atau Kota dibawahnya.  
Pemerintah Provinsi mengatur 
wilayah pesisir yang menjadi kewe-
nangannya dalam satu perancaan yang 
bisa dijadikan acuan bagi daerah sehingga 
dapat diperkirakan dan dihitung manfaat 
serta dampak yang ditimbulkan dari 
berbagai kegiatan pembangunan pantai 
yang dilakukan oleh daerah. Mengatur 
perancaan ruang, pemintakan atau zonasi 
wilayah pesisir dan laut, bersifat multi 
sektor, koordinatif dan integratif, 
keseimbangan antara pemanfaatan dan 
  
______________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro 
77 
 
perlindungan sumber daya, pengakuan 
hak masyarakat. Daerah konservasi dan 
budi daya tidak terganggu dengan 
pembangunan reklamasi atau break water.  
2.4.3. Peraturan Daerah Kota 
Semarang 
Peraturan daerah merupakan pro-
duk fungsi legislasi yang secara substantif 
merupakan bentuk formal dari suatu ke-
bijakan publik. Sebagai suatu kebijakan 
publik, maka substansi dari peraturan 
daerah memuat ketentuan yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat yang ter -
kait dengan materi yang diatur.  
Secara prosedural, pembentukan 
Perda didahului dengan penyampaian ran-
cangan peraturan daerah (raperda) atas 
prakarsa Kepala Daerah atau prakarsa 
DPRD. Raperda tersebut disebarluaskan 
kepada masyarakat (stakeholders lain) 
untuk memperoleh masukan sebelum per-
sidangan, sehingga Perda yang dihasilkan 
dapat lebih absah (legitimate). Penyebar-
luasan Raperda tersebut dimaksudkan 
juga sebagai bentuk keterbukaan (ope-
ness) dan transparansi penyelenggaraan 
otonomi daerah.  
Peraturan Daerah juga harus me-
miliki Pertimbangan aspek  filosofis, me-
nyangkut  ide dasar  mengenai keadilan 
bagi masyarakat yang berkaitan dengan 
materi yang diatur dalam Peraturan 
Daerah. Oleh karena itu, maka DPRD 
perlu memulai pembahasan RAPERDA 
dengan pertanyaan apa yang menjadi visi 
dan misi pemerintah  dalam bidang 
pembangunan yang terkait dengan materi 
yang diatur dalam Peraturan Daerah  yang 
bersangkutan. 
Aspek sosiologis mencerminkan 
persoalan dan realitas sosial yang 
dihadapi masyarakat. Hal ini dimak-
sudkan agar Peraturan Daerah yang 
dibentuk betul-betul merupakan  kebu-
tuhan dan kehadiran PERDA yang sedang 
dibentuk diharapkan mampu  menye-
lesaikan persoalan yang sedang dihadapi 
masyaraakat. Dalam konteks ini, maka 
pendekatan yang digunakan adalah 
problem solving. Peraturan Daerah dilihat 
sebagai alat untuk membentuk masyarakat 
yang dicita-citakan. Aspek yuridis 
menggambarkan persoalan hukum, yaitu 
pertama  belum ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur atau peraturan 
yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan kebutuhan masyarakat.  
Peraturan perundang-undangan, 
termasuk peraturan daerah pada dasarnya 
merupakan rumusan perlindungan kepen-
tingan masyarakat atau kelompok-kelom-
pok masyarakat. Oleh karena itu, hal 
mendasar agar peraturan perundang-
undangan bersifat aspiratif dan efektif 
adalah mempelajari siapa-siapa saja 
kelompok kepentingan dalam setiap 
peraturan perundang-undangan dibuat.  
Secara keseluruhan, pembentukan 
peraturan daerah  dimulai dari perencana-
an, persiapan, teknik penyusunan, 
perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. 
Program legislasi daerah  merupakan ins-
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trumen perencanaan program pemben-
tukan peraturan daerah yang disusun 
secara berencana, terpadu, dan sistematis. 
Dalam konteks penyusunan dan 
perancangan Peraturan Daerah, DPRD 
maupun pemerintah masih berpeluang 
untuk mengajukan RUU RAPERDA.  
Peraturan Daerah yang baik salah 
satunya didukung oleh adanya Naskah 
Akademis. Naskah Akademis memuat  pe -
mikiran dan argumentasi ilmiah tentang 
latar belakang pentingnya suatu peraturan 
daerah, termasuk argumentasi dan alterna-
tive rumusan Pasal-Pasal dalam Peraturan  
Daerah.Naskah Akademis merupakan 
hasil dari suatu kajian ilmiah termasuk 
masalah dan substansi yang akan diatur 
dalam suatu peraturan daerah. Naskah 
Akademis ini penting, baik untuk 
menjamin substansinya, maupun untuk 
menjaga kesatuan sistem dalam suatu  
peraturan daerah yang tetap menjaga 
sinkronisasi dan harmonisasi dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya.  
Peraturan Daerah ditetapkan oleh 
Kepala Daerah setelah mendapat per-
setujuan bersama DPRD. Proses 
persetujuan bersama ditempuh melalui 
beberapa tingkat pembicaraan antara 
Pemerintah dan DPRD.  
Dengan Peraturan Daerah yang 
dalam pembuatannya harus melibatkan 
Pemerintah Kota Semarang sebagai ekse-
kutif dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tingkat II Kota Semarang sebagai 
legislatif dan perwakilan rakyat, maka 
diharapkan dapat menghasilkan perda 
yang aspiratif, akuntable dan memenuhi 
harapan masyarakat. Perda reklamasi 
tersebut harus mempertimbangkan tata 
ruang secara menyeluruh, penataan 
wilayah pesisir, mitigasi bencana, dan 
sinergi dengan rencana pembangunan 
yang berkelanjutan.  
 
PENUTUP 
3.1.  Simpulan 
1. Sebagai Wilayah yang strategis 
dengan berbagai aktivitas perekono-
mian yang menjanjikan, Pemerintah 
Kota Semarang membangun berbagai 
fasilitas yang cukup fantastis mulai 
dari penyediaan kawasan industri, 
perkantoran, transportasi, pariwisata 
hingga pemukiman mewah, yang ada 
di pantai hasil reklamasi. Dalam 
melaksanakan reklamasi pemerintah 
Kota Semarang merujuk pada Pasal 18 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah, 
Walikota Semarang menerbitkan per-
setujuan pemanfaatan lahan perairan 
dan pelaksanaan reklamasi di kawa-
san perairan dengan SK Walikota 
Semarang No 590/ 04310 Tgl 31 
Agustus 2004. Dalam SK Walikota 
Semarang tersebut, disebutkan bahwa 
kegiatan reklamasi seluas kurang lebih 
200 Ha diharapkan dapat bermanfaat 
bagi masyarakat sekitar, pemrakarsa, 
pemerintah dan lingkungan hidup. 
Sebagai syarat reklamasi pemrakarsa 
wajib memiliki analisis mengenai 
  
______________________________________________Magister Ilmu Hukum -Fakults Hukum Universitas Diponegoro 
79 
 
dampak lingkungan hidup(AMDAL), 
tanah reklamasi adalah tanah yang 
dikuasai negara, dan pemrakarsa 
reklamasi diberikan prioritas pertama 
untuk langsung mengajukan hak atas 
tanah reklamasi. Reklamasi tersebut 
sesuai dengan Perda Kota Semarang 
No 5 Tahun 2004 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 
Semarang dan lokasi rencana kegiatan 
reklamasi yang berada di Kelu-rahan 
Tambakharjo, Kecamatan Semarang 
Barat, masuk dalam BWK III yang 
direncanakan sebagai pusat trans-
portasi, pergudangan, kawasan 
rekreasi, permukiman, perdagangan 
dan jasa, perkantoran, dan industri.  
 
2. Pemerintah Kota Semarang kedepan 
harus melakukan pengaturan rekla-
masi sebagai payung hukum dan 
kepastian hukum dengan mengacu 
pada hukum di tingkat nasional dan 
provinsi sehingga daerah dengan nilai 
kekhasannya mampu menerjemahkan 
secara arif. Reklamasi memerlukan 
aturan berupa Peraturan Daerah yang 
dalam pembuatannya harus melibatkan 
Pemerintah Kota Semarang sebagai 
eksekutif dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Tingkat II Kota 
Semarang sebagai legislatif dan 
perwakilan rakyat, maka diharapkan 
dapat menghasilkan perda yang 
aspiratif, akuntable dan memenuhi 
harapan masyarakat. Perda reklamasi 
tersebut harus mempertimbangkan tata 
ruang secara menyeluruh, penataan 
wilayah pesisir, mitigasi bencana, dan 
sinergi dengan rencana pembangunan 
yang berkelanjutan.   
3.2.  Saran  
1. Reklamasi merupakan kegiatan yang 
bermanfaat bagi masyarakat, swasta 
dan pemerintah sehingga penting 
untuk dilaksanakan dengan memper-
hatikan aspek ekologisnya.  
2. Diterbitkannya Peraturan Presiden se-
bagaimana yang diamanatkan 
Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil se-
hingga dapat menjadi payung hukum 
dalam pelaksanaan reklamasi. 
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah da-
lam pelaksanaan reklamasi yang me-
miliki dampak lintas wilayah kabu-
paten/kota menjalankan fungsinya se-
bagai fasilitator dan mediator. 
4. Disusunya Peraturan Daerah Kota 
Semarang Tentang Reklamasi sebagai 
perwujudan dari kinerja Eksekutif 
dan Legislatif  sehingga diharapkan 
menampung semua aspirasi dan 
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